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KETENTUAN HUKUM ‘IDDAH QABLA DUKHUL

PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB SYAFII

A. Pengertian ‘Iddah

Kata ‘iddah (52+)\) secara etimologis berasal bahasa berasal dari bahasa

Arab yang berarti ‘adda - ya ‘uddu - ‘addan - ta ‘adadan ( S\v\,:—\j.’c—f\ié—f\}—) yang

artinya menghitung atau mengalkulasi. Sedangkan kata ‘‘ddah mempunyai arti

ahshahu ($L.23-1) yang dihitung® yakni sesuatu yang dihitung oleh perempuan yakni

istri dari hari-hari masa bersihnya, hitungan dari haid atau suci atau hitungan bulan.

Menurut Sayyid Sabiq ‘iddah dari segi bahasa adalah

29\}3;')?\’ C\;/‘g\ Sy S:X;:?j ﬁ}’j\ 5.:.:&2 Le L;T

“Wanita menghitung hari-harinya dan masa bersihnya”,

! Raihan Melati Nur, “Relevansi masa ‘iddah dengan perkembangan teknologi seperti USG
dan tes DNA” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), hal. 18.

2 Sayyid Sabig, Fighus Sunnah (Kairo, Mesir: Alfath Al I’lam Al *Arabi, 1949), 2:hal. 209.
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Sementara al Jaziri berpendapat bahwa

“‘lddah secara bahasa adalah hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya”.

Adapun yang dimaksud dengan ‘iddah dalam terminologi fikih ialah suatu
masa penantian yang diwajibkan atas seorang perempuan setelah terjadinya
perceraian atau perpisahan dari suaminya. Pada masa tersebut, ia belum
diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain hingga waktu ‘iddah tersebut

selesai. Kewajiban ini berlaku meskipun akad nikah telah berakhir,

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ‘iddah secara syara’ adalah

2w

I (e Bl 258 G 3T Qe ST AN i e ST i Bl s 5B g

2a

s e s o s A s ) B dRasd. oy

“Sedangkan menurut istilah syara’ (agama), ‘iddah adalah masa menunggu yang
wajib dijalani oleh seorang wanita ketika pernikahan telah berakhir secara pasti
karena telah terjadi hubungan suami istri, atau karena hal yang setara seperti
khalwah (berdua-duaan yang sah), atau karena kematian suami Maka hakikatnya
adalah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan secara syara’ berupa menikah dan
berhias dalam waktu tertentu menurut syara’.”

3 Al Jaziri, Al Figh ‘Ala madzahibil Arba’ah., hal. 451.

4 Muhammad ibn *Abd al Wahid Al Hanafi, Sharh Fath al Qadir ’ala al Hidayah Sharh
Bidayat al Mubtadii (Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 2003), 4:hal. 275.
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Sedangkan menurut sisi Syafii 'yah 1ddah adalah

5~ o% 1- .3 <7 o/‘ 5/6 c/; PRV R Y f‘;/‘o/g ooe8 BT W& 80 . . .
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“Secara syar 7. nama bagi masa yang dijalani seorang wanita untuk menunggu,

guna mengetahui kosongnya rahimnya, atau untuk beribadah, atau karena berduka
atas suaminya.”

Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat iddah adalah masa
terlarang untuk menikah karena talak yang dijatuhkan pada wanita, kematian suami,
atau pembatalan pernikahan. Adapun menurut Ulama Hanabilah, menunggu batas
waktu tertentu secara syar 7. Maksudnya adalah batas waktu yang diberlakukan
syariat terhadap wanita. la tidak boleh menikah selama masa itu karena adanya talak
atau kematian suami dengan syarat-syarat. Jadi secara garis besar ‘iddah adalah
masa waktu penantian dalam jangka tertentu yang harus dijalani oleh seorang istri
setelah putusnya pernikahan baik sebab jatuhnya talak atau kematian suami. Tujuan
dari ‘iddah ini untuk memastikan bahwa tidak bercampur aduk dalam hal
keturunan, memberikan waktu bagi wanita untuk mengosongkan kondisi rahimnya,
selain itu juga sebagai bentuk adab kepada suami dan kepatuhan yang sesuai
dengan ketentuan syariat. Masa ‘iddah juga berguna sebagai masa di mana wanita

dilarang untuk menikah hingga masa tersebut berakhir.

> Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah al Khatib al Shirbini Asy-Syafi‘i, Mughni al Muhtaj
(Beirut, Lebanon: Dar Al Ma‘rifah, 1997), hal. 504.
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B. Dalil Hukum dan Macam ‘Iddah
Terkait hukum ‘ddah ulama sependapat hukum asalnya ialah wajib bagi
istri yang di ceraikan oleh suaminya, baik karena cerai karena kematian, cerai
karena talak maupun karena cerai akibat pernikahan fasakh, sebagaimana firman

dalam Q.S. al Bagarah/2: 228

FaB 5870) G 0 AT Gl G 2080 0f L 8 Ve opf 0 b i el
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“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali guru’
(suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir.
Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu,
jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami
mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.®”

Menurut para fugaha’, Penetapan jenis ‘iddah ini mempertimbangkan
beberapa unsur penting, seperti penyebab putusnya perkawinan, kondisi fisik dan
status istri, serta keabsahan akad nikah. Ditinjau dari sebab berakhirnya ikatan
pernikahan, masa ‘iddah dapat disebabkan oleh wafatnya suami, jatuhnya talak bain
baik sughra maupun kubra, serta pembatalan akad (fasakh). Adapun, dari sisi
kondisi istri, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ‘iddah meliputi: kondisi
haidnya, keadaan hamil atau tidak, status kebebasan sebagai perempuan merdeka
atau budak, serta latar belakang agama, apakah Islam atau termasuk dari kalangan
ahl al kitab. Dan berdasarkan tinjauan terhadap jenis akad pernikahan, ‘iddah

dibedakan menjadi dua: akad yang sah, yakni pernikahan yang memenuhi seluruh

® Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Al Qur’an dan Terjemahannya, hal. 48.
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syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat, serta akad yang fasid, yaitu

pernikahan yang tidak sah akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum

Islam.

Adapun mengenai rinci ketentuan hitungan masa ‘iddah yang disebutkan

sebelumnya, secara garis besar masa ‘iddah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

bentuk utama menurut masanya ‘iddah:

1.

‘Iddah hitungan quru’, yaitu hitungan haid (menstruasi) berarti tiga kali
siklus haid atau tiga kali masa suci, tergantung pada definisi quru’ yang
digunakan oleh masing-masing mazhab. Hal ini berdasarkan Q.S. al

Bagarah/2: 228 yang berbunyi

V-

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)
tiga kali guru’ (suci atau haid)...”

‘Iddah quru' ini berlaku degan ketentuan bahwa kondisi istri
tersebut masih mengalami haid belum menopause, dalam keadaan tidak
hamil, status istrinya seorang yang merdeka, dan sudah terjadi dukhiil.
Sedangkan jika status istrinya seorang budak maka itu hanya 2 kali
quru’ saja. Dan putusnya perkawinan tersebut bukan disebabkan oleh
kematian suami kecuali dengan 2 kondisi: Pertama, apabila ia
dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya

meninggal, maka ia wajib ber-’iddah berdasarkan quru’. Kedua,
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apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal, maka ia ber-iddah
dengan berdasarkan haid.’

2. ‘lddah dalam hitungan bulan, hal ini terbagi menjadi 2: pertama, sesuatu
yang berhubungan dengan haid. Maksudnya apabila seorang istri yang
tidak mengalami haid, baik karena masih terlalu muda maupun karena
telah mengalami menopause atau tidak ia tidak memiliki kepastian akan
haidnya maka, masa ‘iddah-nya adalah selama tiga bulan sebagaimana

dalam Q.S. at Talag/65: 4
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“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di
antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka
idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang
tidak haid (belum dewasa).®”

Kedua, yang tidak berhubungan dengan haid. Ini merujuk
kepada ‘iddah yang disebabkan kematian suami, yang dihitung selama
empat bulan sepuluh hari, bukan hitungan quru sekalipun istri masih
mengalami haid secara teratur. Ketentuan ini bertujuan untuk bentuk
penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terputus,

ungkapan belasungkawa atas meninggalnya suami. Sebagaimana dalam

Q.S. al Bagarah/2: 234
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"Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, ‘Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi ‘i dan Hanaft
(Yogyakarta: Simpang, 2023), hal. 21.

8 Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Al Qur’an dan Terjemahannya, hal. 824.
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"Dan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka

wajib menunggu selama empat bulan sepuluh hari.®”

3. ‘Iddah sampai melahirkan, kondisi di mana seorang perempuan yang
dalam keadaan mengandung saat terjadi perceraian atau ketika
suaminya meninggal dunia. Dalam ini, syara’ menetapkan bahwa masa
‘iddah perempuan tersebut berakhir saat ia melahirkan kandungannya,
tanpa mempertimbangkan apakah waktu yang dibutuhkan hingga
kelahiran itu lebih cepat atau lebih lama dibandingkan bentuk ‘iddah
lainnya seperti tiga quru’ atau empat bulan sepuluh hari. Bahkan masa
‘iddah-nya dianggap selesai saat melahirkan, meskipun hanya satu hari
setelah perceraian atau kematian suami. Ketentuan ini telah menjadi

kesepakatan para ulama dari seluruh mazhab fikih berdasarkan dalil

potongan ayat Q.S. at Talag/65: 4 yang berbunyi

e BlR e of Bla T JRET A5

“Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah

sampai mereka melahirkan kandungannya”

Imam al Mawardi berkata apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya
maka kondisi perceraian itu tidak lepas dari tiga keadaan: Keadaan pertama, jika
perceraian itu terjadi sebelum berhubungan badan (dukhiil) dan sebelum terjadi
khalwah (berduaan), maka tidak ada ‘iddah lalu Keadaan kedua: jika suami

menceraikannya setelah terjadinya hubungan yang sempurna maka sepakat para

® Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, hal. 50.
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ulam mengatakan adanya ‘iddah, dan terakhir keadaan ketiga, jika suami
menceraikannya setelah terjadi khalwah tetapi belum melakukan hubungan jima’
hal ini terjadinya perbedaan pendapat para ulama dan hal ini akan dibahas pada poin
selanjutnya.®
C. Pandangan Mazhab Hanafi tentang ‘Iddah Qabla Dukhiil

Apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan belum pernah
berhubungan badan atau dalam bahasa kitab ialah gabla dukhil maka sejalan
dengan pendapat jumhur, tidak adanya ‘iddah dalam keadaan itu,'! berlandaskan

dalil Quran Q.S. al Ahzab/33: 49 yang berbunyi
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“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan
mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak

ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka
mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.?”

Namun perlu digaris bawahi bahwa keadaan ini tidak adanya jima ’ dan tidak
pula adanya khalwah. Karena walaupun tidak adanya jima’ tapi telah khalwah maka
menyebabkan implikasi hukum yang berbeda. Pengertian khalwah itu sendiri
secara bahasa ialah mengasingkan atau menyendiri, sedangkan secara istilah dalam

konteks ini

10 Alf bin Muhammad Al Mawardi., Al Hawt Al Kabir fi Figh Mazhab Al Imam Asy-Syafi ‘i.
(Beirut, Lebanon: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1994), hal. 530.

11 Abi Bakr Mas‘iid bin Ahmad Al Kasani, Bada’i‘ Al Shand’i‘ fi Tartib Al Shara’i*
(Beirut, Lebanon: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 2003), hal. 416.

12 _ajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Al Qur’an dan Terjemahannya, hal. 611.
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“Suami-istri berkumpul setelah akad perkawinan yang sah di sebuah tempat yang
tidak bisa dilihat oleh manusia, seperti di rumah, atau di kamar yang pintunya
tertutup memungkinkan terjadinya hubungan jima'.”

Jika ada suami istri yang bercerai dalam keadaan khalwah sekalipun tanpa
melakukan jima’ secara eksplisit, maka ‘iddah wajib atas sang istri menurut
pendapat mazhab Hanafi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sebab
diwajibkannya ‘iddah tidak hanya terbatas pada dukhiil haqigi (jima’), tetapi juga

mencakup dukhiil hukmi, yakni khalwah Dalam literatur fikih Hanafi disebutkan
Wagle i opa 2e (83 o g el TR ST ) e (g L)

(Dan sebab wajibnya) adalah akad (nikah yang dikuatkan dengan penyerahan istri
atau hal yang sepadan dengannya) seperti kematian atau khalwah

Meskipun tidak terjadi hubungan fisik secara nyata, namun dalam konteks
khalwah, secara lahiriah (zhahir) besar kemungkinan jima’ telah terjadi, atau
setidaknya tidak terdapat penghalang yang dapat mencegah terjadinya hubungan
tersebut. Oleh karena itu, khalwah tetap dianggap sebagai sebab sah untuk
menetapkan kewajiban ‘iddah. Pendapat ini dianut oleh Ibn ‘Umar dan ‘Ali bin Abi
Thalib ra. serta diikuti pula oleh al Zuhri, al Awza‘i, al Tsauri, dan para

pengikutnya.

13 Al Zuhayli, Fighu Al Islam wa Adillatuhu, hal. 321.

14 Al Hanafi, Radd Al Mukhtar Ala Al Dar Al Mukhtar, 5:hal. 180.
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Lebih dari itu, kewajiban ‘iddah dalam kasus seperti ini tidak hanya
berkaitan dengan hak suami semata, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan hak
Allah. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian (ihtiyar) dalam menetapkan hukum
sangat dijunjung tinggi. Dalam pandangan mazhab Hanafi khalwah dipandang
sebagai bentuk penyerahan manfaat, walaupun manfaat utama berupa jima’ belum
terealisasi. Namun karena tempat manfaat, yakni tubuh istri, telah berada dalam
jangkauan suami secara penuh, maka konsekuensi hukum yang terkait dengan

dukhiil tetap berlaku

Dalam mazhab Hanafi khalwah bisa menempati dukhil hanya khalwah
shahihah. Dengan kata lain, khalwah yang sah menurut syariat dipandang cukup
untuk diposisikan sebagai pengganti dukhizl. Adapun agar suatu khalwah dapat
dihukum khalwah shahzhah. maka harus terpenuhi beberapa syarat tertentu, dalam
kitab Radd al Muhtar ‘ala ad-Durr al Mukhtardi karangan Ibn ‘Abidin dijelaskan

yaitu:
1. Terwujudnya khalwah yang sebenarnya (khalwah hagigiyah)

Yaitu pertemuan suami istri dalam satu tempat, yang terjadi dalam
situasi dan tempat yang memungkinkan terjadinya jima’, yakni tempat yang
tertutup, aman dari gangguan, serta dapat dipastikan bahwa pasangan benar-

benar berduaan secara bebas, misalnya kamar yang tertutup pintunya
2. Ketiadaan penghalang kist (penghalang fisik atau indrawi)

Maksudnya tidak ada halangan secara fisik atau material yang

menghalangi terjadinya hubungan suami istri, baik dari luar maupun dari
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dalam diri pasangan. Contohnya hadirnya pihak ketiga, yang bahkan jika ia
tidur atau buta, menurut sebagian pendapat, masih dianggap penghalang
atau Penyakit salah satu pihak yang secara fisik menghalangi jima’ seperti

tubuh lemah, patah, atau tidak mampu.

3. Ketiadaan penghalang tabi ‘T (penghalang kodrati atau psikologis)

Yaitu tidak adanya hambatan dari sisi kodrati atau biologis. Misalnya
Rasa malu atau enggan secara alami seperti saat ada yang menyaksikan atau
merasa tidak bebas karena berada di lingkungan umum atau Istri atau suami
merasa tidak nyaman atau tertekan secara psikologis karena situasi tertentu.
4. Ketiadaan penghalang syar ‘T (larangan menurut hukum syariat).

Yakni tidak ada larangan syariat yang secara hukum mengharamkan
jima’ pada saat itu, seperti ketika istri sedang dalam keadaan haid, nifas,
atau sedang berpuasa wajib di siang hari bulan Ramadan. Termasuk juga

adalah ketika istri dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah.

Penetapan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjaga validitas khalwah
tidak menjadi rusak dan bisa menempati makam jima’. Kendati demikian, di
kalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pandangan mengenai sebagian
rinciannya. Dalam Kkitab al Bahr al Raig Sharh Kanz al Daga’ig
karangan Zainuddin bin Ibrahim mengatakan bahwa hukum ini tidak khusus untuk
khalwah shahihah saja, melainkan juga berlaku untuk khalwah meskipun fasidah
(rusak) sebagai bentuk kehati-hatian (ihziyar) dan dengan pertimbangan istissan,
karena dikhawatirkan telah terjadi jima’ al Qudari dalam syarahnya menyebutkan

bahwa jika penghalang untuk ber-jima’ bersifat syara’, maka tetap wajib ‘iddah
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karena adanya kemampuan secara hakiki. Namun jika penghalangnya bersifat fisik,
seperti sakit atau usia anak kecil, maka tidak wajib ‘iddah karena tidak ada

kemampuan secara hakiki.™

Adapun dasar utama yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam
menetapkan kewajiban ‘iddah pasca khalwah shahzhah, tidak hanya berpijak pada
pertimbangan ihtiyar dan istihsan, tetapi juga berdiri di atas dalil-dalil dari Quran,
sunah, serta analogi hukum (giyas). Dalam al Mabsiit, karangan Imam Sarakhsi
dijelaskan dalil Quran yang menjadi landasan mereka adalah firman Allah Ta ‘ala

Q.S. al Nisa/4: 21

<
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“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul

satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil
perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.1®”

Dalam ayat ini menerangkan larangan suami mengambil kembali mahar
setelah terjadinya khalwah, karena yang dimaksud dengan makna al ifda’ dalam
ayat tersebut adalah al mubdasharah wa al lams, yakni terjadinya kontak fisik
langsung antara suami dan istri yang menunjukkan bentuk kedekatan dan
kerahasiaan antara keduanya. Meskipun secara literal dapat dipahami sebagai jima’,
menurut penafsiran para fugaha Hanafiyah, kata afdha dalam ayat ini tidak serta-
merta dimaknai sebagai hubungan jima’ secara eksplisit, melainkan mencakup

makna kebersamaan intim yang memungkinkan terjadinya hubungan tersebut, yaitu

15 Ibnu Nujaim Zaynu ad-Din bin Ibrahim bin Al Hanafi, Al Bakr Al Ra 'ig Syarh Kanz Al
Dagqa’iq (Beirut, Lebanon: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1997), hal. 272.

16 _ajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Al Qur’an dan Terjemahannya, hal. 109.
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khalwah shahzhah. Penafsiran ini dikuatkan oleh makna lugas dalam bahasa Arab
klasik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang
masuk ke dalam ruang pribadi orang lain dengan kedekatan penuh, dari akar kata

al afda’, yang berarti masuk dan menyatu ke dalam ruang kosong, sebagaimana

dalam ungkapan: (S U\ &) yang artinya aku menyendiri dengannya dan

membisikkan rahasiaku yang menunjukkan kedekatan relasional yang intim.’

Kendati konteks utama ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban mabhar,
para fuqaha’ Hanafiyah menggunakan pendekatan analogi dalam menarik
kesimpulan yang lebih luas dari konsekuensi hukum khalwabh. Jika suatu khalwah
telah cukup untuk mewajibkan mahar secara sempurna, maka lebih layak dan patut
pula jika khalwah tersebut mewajibkan ‘ddah. Sebab, mahar merupakan hak
manusia yang bersifat hak adami (hak sesama manusia), sedangkan ‘iddah ada hak
Allah Ta ‘ala yang bersifat ta ‘abbudi. Dengan pertimbangan tersebut, maka kehati-
hatian (ihziyar) dalam menetapkan kewajiban ‘iddah menjadi suatu keniscayaan,
mengingat statusnya sebagai bentuk ibadah yang berkaitan dengan hak-hak syar T

dan berdampak langsung terhadap struktur hukum kekeluargaan dalam Islam.

Implikasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diperkuat oleh praktik

hukum para sahabat Nabi. Dalam sebuah atsar yang disebutkan:

1 Muhammad bin Ahmad bin Ab1 Sahl Al Sarakhsi, Al Mabsiit (Beirut, Lebanon: Dar Al
Ma‘rifah, 1989), hal. 149.
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“Dan telah mengabarkan kepada kami Abti Hazim al Hafiz dan Aba Nasr bin
Qatadah, keduanya berkata: telah memberitakan kepada kami Abu al Fadl
Muhammad bin ‘Abd Allah bin Khumairawaih, telah menceritakan kepada kami
Ahmad bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Sa‘id bin Mansir, telah
menceritakan kepada kami Husyaim, telah memberitakan kepada kami ‘Auf, dari
Zurarah bin Aufa, ia berkata Riwayat dari Zurarah bin Aufa, ia berkata: “khulafa’u
ar-rasyidun telah memutuskan bahwa apabila pintu telah ditutup dan tirai telah
dijatuhkan, maka telah wajib mahar.”

Atsar ini secara eksplisit menunjukkan bahwa sahabat. berpendapat,
kedudukan khalwah shahzhah telah dipandang cukup untuk menetapkan dua hal
penting: kewajiban mahar dan kewajiban ‘iddah. Hal ini menjadi preseden hukum
yang mendukung penalaran hukum para fugaha’ Hanafiyah dalam menetapkan
keberlakuan ‘iddah meskipun tanpa jima’ secara nyata, selama telah terjadi bentuk

interaksi privat yang diakui secara hukum seperti khalwah shahzhah.

Hal ini kemudian diperkuat oleh riwayat dari Nabi yang disampaikan

melalui jalur Muhammad ‘Abd al Rahman ibn Tsauban:

'”ﬁ-)»lu’«:l:c“\ys,ﬂfub“ fjsmdmu;aymd\fwduw
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“Dan diriwayatkan oleh Ibnu Lahi‘ah, dari Aba al Aswad, dari Muhammad bin
‘Abd al Rahman bin Tsauban, dari Nabi %, beliau bersabda: Barang siapa yang
telah membuka kerudung istrinya dan menciumnya, maka wajib baginya mahar
secara penuh, baik telah ber-jima’ atau belum.”

18 Ahmad bin al Husain Al Baihaqi, Sunan al Kubra lil Baihaqi (Beirut, Lebanon: Dar Al
Kutub Al ‘Ilmiyah, 2003), hal. 417.

19 Al Baihaqf, hal. 418.
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Lebih lanjut, terdapat pula atsar dari dua sahabat besar, ‘Umar ibn al
Khattab dan ‘Ali ibn Abi Talib radiyallahu ‘anhuma, dalam kasus seorang suami
yang tidak mampu melakukan jima’ (mu n), di mana keduanya tetap mewajibkan

pembayaran mahar secara penuh kepada istrinya, dan Umar ra. pernah berkata
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“Dan imam Syafii semoga Allah merahmatinya berkata: telah diriwayatkan ‘Umar

radiyallahu ‘anhu bahwa ia berkata: berkata: “Apa salah mereka (para istri) jika
kelemahan itu datang dari pihak kalian”

Dan dari sisi giyas karena sang istri telah memberikan penyerahan atas apa
yang wajib darinya dalam akad, maka tetaplah haknya atas mahar sebagaimana jika
suaminya telah menyetubuhinya. Karena dalam akad mu ‘awadah (timbal balik),
ganti (mahar) menjadi tetap dengan penyerahan dari pihak yang memiliki hak atas
ganti, bukan dengan pengambilan manfaat dari pihak yang wajib membayar,
sebagaimana analogi ini dapat dijelaskan melalui akad jual beli dan ijarah: jika
Dalam transaksi tersebut, apabila penjual telah menyerahkan barang kepada
pembeli, atau pemilik rumah telah membolehkan penyewa masuk dan
menggunakan rumahnya, maka kewajiban membayar harga atau upah menjadi
tetap, meskipun pihak penerima manfaat belum menggunakannya. Hal ini
disebabkan karena ganti tidak tergantung pada pemanfaatan aktual, sebab jika
demikian, maka akan membuka celah bagi pihak yang berkewajiban untuk
mengulur atau bahkan menghindari pelunasan dengan dalih belum mengambil

manfaat, yang tentu akan merugikan pihak pemilik hak.

20 Al Baihaq, hal. 417.
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Dengan logika yang sama, dalam akad nikah, istri telah melakukan apa yang
menjadi bagian tanggung jawabnya, yakni menyerahkan diri kepada suami, baik
secara lahir maupun batin, apabila penghalang syar 7 telah tiada. Maka penyerahan
tersebut secara hukum telah dianggap menggantikan posisi dari objek akad yang
sebenarnya, yakni jima'. Ini karena penyerahan itu sendiri merupakan faktor utama
yang menjadikan akad nikah valid dan berlaku hukum-hukumnya. Oleh karena itu,
ketika unsur penyerahan telah terpenuhi, maka hak atas mahar dan ‘iddah pun

menjadi tetap dan tidak tergantung pada terjadinya hubungan fisik secara nyata.

D. Pandangan Mazhab Syafii tentang ‘Iddah Qabla Dukhiil

Sejalan dengan pendapat yang dianut oleh mazhab Hanafi, dalam sebagian
riwayat gaul gadim dari Imam Syafi juga ditemukan riwayat yang menyatakan
adanya kewajiban ‘iddah bagi istri yang ditalak sebelum terjadi dukhil, apabila
sebelumnya telah terjadi khalwah. Imam Syafi berkata dalam gqaul qadim:
“Khalwah memiliki pengaruh (terhadap hukum)”.?

Berdasarkan interpretasi ini, sebagian ulama dari kalangan mazhab
Syafi ‘tyah berpendapat bahwa pengaruh khalwah menurut gaul gadim beliau adalah
sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan dalam hal ini, menggunakan dalil yang
sama sebagaimana yang dijadikan sandaran oleh mazhab Hanafi, yaitu menetapkan
mahar secara penuh dan mewajibkan ‘iddah. Oleh karena itu, menurut pendapat ini,

maka khalwah dipandang sebagai pengganti (na’ib) dari hubungan fisik (jima’)

secara hukum, sehingga keberadaan dukhiil secara hakiki tidak lagi menjadi syarat

2L Aba Al Husain Yahya bin Ab1 al Khayr Al ‘Imrani, Al Bayan fi Mazhab Al Imam Al
Syafi ‘T (Beirut, Lebanon: Dar Al Minhaj, 2000), hal. 8.



52

mutlak bagi timbulnya kewajiban ‘iddah sebagaimana halnya dalam pandangan

Hanafiyah.

Adapun yang dimaksud dengan gaul gadim adalah pendapat-pendapat
fighiyah yang dihasilkan oleh Imam Syafii ketika beliau masih bermukim di Irak,
sebelum menetap di Mesir. Pendapat-pendapat ini merupakan fase awal dari proses
ijtihad beliau, yang kemudian dikenal sebagai gaul gadim. Namun, dalam sebagian
masalah, gaul gadim tetap memiliki legitimasi untuk dipegang apabila didukung
oleh dalil yang kuat atau dipandang lebih sesuai dengan konteks hukum tertentu

oleh para mujtahid muta’akhkhirin dari kalangan Syafi ‘tvah.

Namun demikian, wajibnya ‘iddah karena khalwah sebagaimana tercermin
dalam gaul gadim, pada akhirnya ditinggalkan oleh Imam Syafii ketika beliau
menetap di Mesir. Dalam fase gaul jadid tersebut, beliau melakukan revisi terhadap
beberapa pendapat sebelumnya, termasuk dalam masalah hukum ‘iddah bagi istri
yang dicerai sebelum terjadi dukhil. Dalam kerangka pemikiran yang baru ini,
khalwah tidak lagi dianggap sebagai dasar yang memadai untuk menetapkan
kewajiban ‘iddah, kecuali apabila telah terjadi hubungan suami-istri secara nyata
(jima’). Beliau beristidlal dengan zhahir ayat Quran®? yang menyebutkan secara
eksplisit bahwa tidak ada kewajiban ‘iddah sama sekali bagi istri dalam kondisi
gabla dukhiil, baik telah terjadi khalwah antara keduanya maupun tidak.? Hal ini

karena khalwah, menurut pandangan mazhab ini, tidak disamakan secara hukum

22 Muhammad bin Idris Al Syafi‘, Al-Umm (Mesir: Dar al-Wafa’, 2001), hal. 546.

2 An-Nawawi, Al Majmii ‘ Syarh al Muhadzdzab, hal. 30.
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dengan jima’, dan tidak pula dianggap sebagai sebab yang mewajibkan ‘iddah.
Demikian pula Ibnu Abbas dan Ibnu Masud berpendapat yang sama, dari kalangan
Tabi'in antara lain AsySyi'bi, Ibnu Sirin dan Thawus, dan dari kalangan fugaha

antara lain Abu Tsaur

Dalam al Bayan fi Madzhab al Imam al Syafi ‘t, karya Abu Husain Yahya
bin Abi Khair bin Salim al Imrani menyebutkan bahwa dasar penetapan hukum
mengenai kewajiban ‘iddah setelah terjadi khalwah didasarkan pada dalil-dalil
naqli yang bersumber dari Quran. Salah satu ayat yang dijadikan rujukan adalah

firman Allah Swt. dalam Surah al Ahzab/33: 49

o
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“Wabhai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan
mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak
ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.?*”’

Yang dimaksud dengan al maszs (menyentuh) dalam ayat ini adalah jima’,
sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir dari Ibn ‘Abbas dan Ibn Mas‘iid. Maka Dari
ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kewajiban ‘iddah hanya berlaku
apabila telah terjadi al masis (jima’) antara suami dan istri. Pemahaman ini

diperkuat oleh ayat lain dalam Q.S. al Bagarah/2: 237 yang menyatakan:
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24 L_ajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Al Qur’an dan Terjemahannya, hal. 611.
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“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka,
padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah
seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.2>”

Dari ayat di atas tidak membedakan apakah pasangan telah melakukan
khalwah atau belum, selama tidak terjadi jima . Sebab, apabila khalwah disamakan
dengan jima’ dalam hal penetapan mahar secara penuh dan kewajiban menjalani
masa ‘iddah, maka semestinya ia juga disamakan dengan jima’ dalam kewajiban
mahar mitsl pada kasus pernikahan syubhat yang tidak sah secara sempurna.
Dengan demikian, khalwah semata selama tidak disertai dengan jima’ tidak
menimbulkan konsekuensi hukum seperti wajibnya ‘iddah, sebagaimana khalwah
yang terjadi di luar konteks pernikahan yang sah juga tidak menimbulkan akibat

hukum yang sama?®

Dari sisi giyas, tidak dapat disamakan antara khalwah dan jima’, sebab
keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda secara substansial. Khalwah
tidak dapat menggantikan kedudukan jima’ dalam menetapkan hukum-hukum
tertentu yang secara eksklusif hanya berlaku karena adanya hubungan badan,
seperti: kewajiban mandi janabah, penerapan hukuman hadd (bagi pelaku zina),
kewajiban membayar kafarat pada pelanggaran sumpah atau puasa. Oleh karena
itu, jika khalwah tidak dianggap sebagai pengganti jima’ dalam semua hukum-

hukum tersebut, maka tidak sah pula untuk menetapkan bahwa khalwah memiliki

25 Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, hal. 51.

% Al ‘Imrani, Al Bayan fi Mazhab Al Imam Al Syafi 7, hal. 8-9.
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konsekuensi hukum yang sama dengan jima’ dalam hal lain, seperti kewajiban

menjalani masa ‘iddah. %’

Dan analogi lain, melalui pendekatan terhadap akad-akad muamalah seperti
jual beli atau ijarah (sewa-menyewa), di mana suatu akad tidak menetapkan
konsekuensi hukum secara sempurna kecuali setelah adanya penyerahan manfaat
atau objek yang diperjualbelikan. Jika terjadi suatu penghalang sebelum serah
terima tersebut, maka hak dan kewajiban tidak sempurna. Demikian pula dalam
akad nikah, selama belum terjadi jima’ yang dianggap sebagai inti dari manfaat
akad, maka tidak dapat ditetapkan kewajiban mahar secara penuh. Oleh karena itu,
apabila mahar sebagai konsekuensi utama belum ditetapkan, maka begitu pula
dengan kewajiban ‘iddah, sebab keduanya bersandar pada realisasi manfaat akad

secara nyata.?®

Perbedaan mendasar antar kedua mazhab dalam memandang objek akad
nikah turut memengaruhi penetapan konsekuensi hukumnya. Dalam mazhab
Hanafi, objek utama dari akad nikah adalah penyerahan diri istri, yakni suatu bentuk
kebolehan untuk menikmati jasadnya. sedangkan mazhab Syafii yang memandang
bahwa objek akad nikah adalah jima’, yaitu kenikmatan khusus yang hanya dapat
terwujud melalui bagian dalam tubuh istri. Perbedaan dalam mendefinisikan objek
akad ini memberikan implikasi signifikan terhadap hukum-hukum turunannya,

terutama dalam hal penetapan mahar dan kewajiban menjalani masa ‘iddah.

21 Al Mawardi., Al Hawi Al Kabir fi Figh Mazhab Al Imam Asy-Syafi ‘i, hal. 542.

28 Al Sarakhst, Al Mabsiit, hal. 149.



